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ABSTRAK

CATATAN

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga
teknis terkait. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal
Kementerian Luar Negeri Nomor 13886/LA/07/2014/17
tanggal 11 Juli 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeritelah disepakati
Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan

Urusan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri;

Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 37
Tahun 1999, UU Nomor 24 Tahun 2000, UU Nomor 39 Tahun
2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012,
Pepres Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah empat kali
diubah terakhir dengan Pepres Nomor 55 Tahun 2013, Keppres
Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah
terakhir dengan Pepres Nomor 3 Tahun 2013, Permenlu

Nomor 7 Tahun 2011, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang Pedoman
Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum Dan Keamanan Urusan

Hubungan Luar Negeri Dan Politik Luar Negeri yang memuat

jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan

keterangan

Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember
2014.



- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan, 31 Desember 2014.



